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ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 25 PADAPERUSAHAAN

CV. XYZ

CV. XYZ merupakan badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak

di bidang penjualan kacamata eceran yang berdiri pada tahun 2019 dengan kategori

badan skala kecil menengah. Sebagai pengusaha yang melakukan kegiatan usaha, CV.

XYZ diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam pembayaran pajak CV.

XYZ menggunakan fasilitas PP 55 Tahun 2022 yaitu 0,5% dikali dengan omzet yang

didapatkan. Namun pada tahun 2023 fasilitas PP 55 yang digunakan oleh CV. XYZ

telah habis masa berlakunya, sedangkan CV. XYZ harus tetap melakukan

pembayaran pajak sesuai kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Maka dari itu, CV.

XYZ memutuskan untuk menggunakan PPh Pasal 25 dalam melaksanakan

kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini dibuat dengan

tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ serta

dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ. Dari hasil penelitian

diperoleh simpulan yaitu perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dilakukan dengan

mengalikan fasilitas dengan tarif dan penghasilan kena pajaknya, serta dampak dari

pehitungan PPh 25 pada CV. XYZ yaitu pembayaran pajak dapat terkelola dengan

baik sehingga menjadi lebih efisien dan mengurangi resiko likuiditas selain itu,

keputusan ini juga berdampak pada menajemen perusahaan menjadi lebih optimal

dalam mendukung keberlanjutan operasionalnya.

Kata Kunci : Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 25, Perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 25
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ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE

25 IN CV COMPANIES. XYZ

CV. XYZ is a Micro, Small and Medium Enterprise engaged in retail eyewear

sales which was established in 2019 with the category of small and medium scale

entities. As an entrepreneur who carries out business activities, CV. XYZ is required

to make tax payments. In the payment of tax CV. XYZ uses the PP 55 Year 2022

facility, which is 0.5% multiplied by the omzet obtained. However, in 2023 the PP 55

facility used by CV. XYZ has expired, while CV. XYZ must continue to make tax

payments in accordance with its obligations as a Taxpayer. Therefore, CV. XYZ

decides to use Article 25 income tax in carrying out its obligation to make tax

payments. This study was made with the aim of knowing how the calculation of

Article 25 income tax on CV. XYZ and the impact of the calculation of Article 25

income tax on CV. XYZ. From the results of the study, a conclusion was obtained,

namely the calculation of Article 25 income tax on CV. XYZ is done by multiplying

the facility by its rate and taxable income, as well as the impact of calculating PPh

25 on CV. XYZ, namely tax payments can be managed properly so that they become

more efficient and reduce liquidity risk in addition, this decision also has an impact

on the company's management to be more optimal in supporting the sustainability of

its operations.

Keywords : Analysis, Income Tax Article 25, Income Tax Calculation Article 25
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BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memegang

peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menjadi penggerak dalam

pembangunan nasional. Realisasi penerimaan dari sektor pajak yang ditetapkan

pada Perpres No.98 Tahun 2022 yang mentargetkan sebesar Rp 1.784 triliun

mencapai 114% atau sekitar Rp 2.034,5 triliun. Hal ini membuktikan bahwa

Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak semakin

tinggi. Tingginya penerimaan pada sektor pajak masih menjadi sumber utama

pendapatan negara disamping pendapatan pada sektor non pajak. Terdapat

beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia dimana hasil dari pembayaran

pajak tersebut langsung dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian dikelola

oleh pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi masing-masing daerah.

Salah satu jenis pengenaan pajak yang ditetapkan pemerintah untuk

warga negaranya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan

pajak yang dikenakan pada wajib pajak baik perorangan atau badan atas

penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun di luar negeri. Wajib pajak

harus melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik

dalam bentuk gaji, bonus, honorarium dan sebagainya untuk wajib pajak

perorangan. Sementara wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembayaran

atas pendapatan yang diterima atas usaha yang dilakukan. Besaran pajak yang

dibayarkan bergantung pada tingkat pendapatan yang diperoleh, semakin tinggi

pendapatan yang dihasilkan semakin tinggi pajak yang harus disetorkan. Wajib

pajak sering kali melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi

jumlah pajak yang dibayarkan. Wajib pajak menilai bahwa pembayaran pajak

merupakan beban yang dapat mengurangi perolehan laba dari usahanya,

sehingga wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajak yang

ditanggung untuk memaksimalkan perolehan laba usahanya. Hal tersebut

berbanding terbalik dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan

pemungutan pajak.
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Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid 19

membuktikan bahwa semakin kuatnya ekonomi Indonesia. Berdasarkan data

dari Kementrian Koperasi dan UKM menunjukan jumlah UMKM saat ini

mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau

senilai 8.573,89 triliun rupiah (Junaidi, 2023). Kontribusi UMKM terhadap

perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta

pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Salah satu kesulitan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak

penghasilan badan karena nominalnya yang besar. Untuk itu pemerintah telah

membuat solusi dari masalah tersebut dengan melakukan pembayaran pajak

secara angsuran, dalam pengertian ini adalah PPh Pasal 25. Pengertian Pajak

Penghasilan Pasal 25 menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 Tarif

PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan

seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri, tetap

diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam

pasal 31E. Merupakan pajak yang dimaksudkan untuk meringankan beban

warga negara dalam membayar pajak terutang dengan cara mengangsur utang

pajaknya pada tahun pajak. PPh Pasal 25 mengatur setiap wajib pajak yang

memiliki kegiatan usaha diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan cara

angsuran bulanan, batas waktu pembayaran angsuran setiap tanggal 15 pada

bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila wajib pajak

terlambat dalam pelaporan dan penyetoran PPh 25 maka wajib pajak akan

dikenakan sanksi bunga dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan kurs

KMK sesuai dengan pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang KUP. CV XYZ

merupakan badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang

penjualan kacamata eceran yang berdiri pada tahun 2019 dengan kategori

badan skala kecil menengah.

Dalam pembayaran pajak CV. XYZ menggunakan fasilitas PP 55 Tahun

2022 yaitu 0,5% dikali dengan omzet yang didapatkan. Omzet CV. XYZ pada

Tahun 2022 mencapai Rp. 4.246.742.400 dengan ini PP 55 yang harus

dibayarkan adalah sebesar Rp. 21.233.712. Permasalahan yang timbul dalam

penelitian ini adalah pada tahun 2023 fasilitas PP 55 yang digunakan oleh CV.

XYZ telah habis masa berlakunya, sedangkan CV. XYZ harus tetap

membayarkan pajaknya sesuai kewajiban sebagai WP (Wajib Pajak) Badan.
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Maka dari itu, CV. XYZ memutuskan untuk menggunakan PPh Pasal 25 dalam

melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT (Surat Pemberitahuan). SPT

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan, penghitungan,

dan pembayaran pajak, dengan perhitungan selama satu tahun sekali setelah

semua data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun. Dari uraian masalah

di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Pada Perusahaan CV. XYZ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat

dikaji pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana

perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan dampak dari perhitungan PPh

Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka Batasan

masalah yang dapat dikaji pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah penelitian terbatas pada perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan

dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ dan

mengetahui apa dampak dari perhitungan PPh Pasal 25 pada CV. XYZ.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa / Peneliti Selanjutnya

Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu sebagai media

untuk menerapkan teori perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan

(PPh) yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya

dengan kondisi pada dunia industri serta sebagai salah satu syarat
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akademik untuk menyelesaikan program Pendidikan Diploma II Jurusan

Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Kegunaan penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai

bahan penyempurnaan materi perkuliahaan khususnya dalam bidang

perpajakan, serta referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang

memerlukan dalam melaksanakan penelitian yang sama.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan

dalam melakukan pembayaran angsuran PPh 25. Serta membantu

Perusahaan dalam mengambil kebijakan berdasarkan dampat dari

pembayaran PPh 25.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dengan adanya

perubahan kebijakan perpajakan pada CV. XYZ dari penggunaan tarif pajak

PP 55 yang telah berakhir menuju Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan

Langkah strategis yang diambil untuk menjaga kewajaran, keberlanjutan, dan

efisiensi dalam pembayaran pajak Perusahaan. Penggunaan PPh Pasal 25

memungkinkan CV. XYZ mengatur pembayaran pajak secara terstruktur.

Meskipun terdapat perubahan dalam perhitungan pajak, Langkah ini membantu

CV. XYZ mengelola pembayaran pajak dengan lebih efisien dan mengurangi

resiko kesulitan likuiditas. Sehingga, Keputusan ini tidak hanya memberikan

kepastian dalam pemenuhan kewajiban pajak, tetapi juga mengoptimalkan

manajemen pajak Perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya.

5.2 Saran

CV. XYZ hendaknya rutin dan tepat waktu membayar PPh 25 supaya

tidak dikenakan denda dan pajak kurang bayar atau PPh 29 pada SPT tahunan

pada tahun 2023 menjadi sedikit dan tidak terlalu berpengaruh kepada

arus kas perusahaan
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